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Digital transformation has driven the birth of new technologies in financial 

management systems, one of which is blockchain. This article aims to discuss the 

opportunities and challenges of implementing blockchain technology, particularly 

in the public budgeting process. Using a systematic literature review approach, 

writer explore the latest national literature to identify the extent to which 

blockchain can have a positive impact on budget transparency, efficiency, and 

accountability. The results of the discussion show that blockchain has the potential 

to speed up the budgeting process, improve real-time tracking of funds, and reduce 

data manipulation through the use of smart contracts. However, its implementation 

is not free from various obstacles, such as low digital literacy in the government 

environment, limited technological infrastructure, and the absence of specific 

regulations that support the implementation of blockchain in the budget system. In 

addition, the cost of implementation and data security are of particular concern, 

especially for public institutions at the regional level. Based on the results of the 

analysis, a comprehensive strategy is needed to optimize the potential of 

blockchain, including through training human resources, formulating regulations, 

and providing adequate digital infrastructure. These findings are expected to be the 

initial foundation in encouraging technology-based public financial innovation.  
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Transformasi digital mendorong lahirnya teknologi baru dalam sistem pengelolaan 

keuangan, salah satunya adalah blockchain. Artikel ini bertujuan untuk membahas 

peluang dan tantangan penerapan teknologi blockchain, khususnya dalam proses 

penyusunan anggaran publik. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka 

sistematis, penulis menelusuri literatur nasional terkini untuk mengidentifikasi 

sejauh mana blockchain dapat memberikan dampak positif pada transparansi, 

efisiensi, dan akuntabilitas anggaran. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa 

blockchain berpotensi mempercepat proses penganggaran, meningkatkan 

pelacakan dana secara real-time, serta mengurangi manipulasi data melalui 

penggunaan smart contract. Namun, penerapannya tidak lepas dari berbagai 

kendala, seperti rendahnya literasi digital di lingkungan pemerintah, keterbatasan 

infrastruktur teknologi, serta belum adanya regulasi khusus yang mendukung 

implementasi blockchain dalam sistem anggaran. Selain itu, biaya penerapan dan 

keamanan data menjadi perhatian tersendiri, terutama bagi lembaga publik di 

tingkat daerah. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan strategi yang komprehensif 

untuk mengoptimalkan potensi blockchain, antara lain melalui pelatihan sumber 

daya manusia, perumusan regulasi, dan penyediaan infrastruktur digital yang 

memadai. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam mendorong 

inovasi keuangan publik berbasis teknologi.  

 

A. Pendahuluan  

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, 

termasuk di bidang pemerintahan dan keuangan. Teknologi informasi kini menjadi pilar penting dalam 

mewujudkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu inovasi yang tengah menjadi 

pusat perhatian global adalah teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan data yang bersifat terdistribusi 

dan tidak dapat dimodifikasi secara sepihak (Renaldo & Buono, 2025). Teknologi ini dikenal luas melalui 

penerapannya pada mata uang kripto seperti bitcoin, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan 
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potensi besar untuk diimplementasikan dalam sektor-sektor strategis lainnya, termasuk pengelolaan 

keuangan publik dan proses penyusunan anggaran (Handoko et al., 2024). 

Penyusunan anggaran merupakan tahapan penting dalam manajemen keuangan yang mencerminkan 

prioritas kebijakan dan arah pembangunan suatu lembaga atau negara. Di banyak negara, termasuk 

Indonesia, praktik penyusunan anggaran masih dihadapkan pada tantangan serius, seperti birokrasi yang 

kompleks, minimnya transparansi, rawannya manipulasi data, serta rendahnya keterlibatan publik 

(Pranesti, 2022). Dalam konteks inilah blockchain  dinilai relevan, karena kemampuannya dalam mencatat 

dan memverifikasi setiap transaksi secara otomatis, real-time, dan terbuka bagi seluruh pemangku 

kepentingan melalui mekanisme smart contract dan distributed ledger (Oknora Firza et al., 2024).  

Penyusunan anggaran dengan teknologi blockchain menghadirkan pendekatan baru yang lebih 

transparan, efisien, dan aman dibandingkan metode tradisional. Dalam sistem ini, seluruh proses anggaran 

mulai dari perencanaan, persetujuan, hingga pelaksanaan dicatat secara permanen di jaringan blockchain 

yang terdesentralisasi. Ini memungkinkan setiap transaksi atau perubahan anggaran dapat ditelusuri oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan tanpa risiko manipulasi, sehingga proses audit menjadi lebih mudah dan 

akurat (Anggraini, 2024). Teknologi smart contract juga berperan penting dalam mengotomatisasi alokasi 

dana berdasarkan kondisi tertentu yang telah ditetapkan, misalnya pencairan anggaran hanya dilakukan 

setelah laporan kegiatan disetujui. Selain itu, data yang tersimpan dalam blockchain memiliki tingkat 

keamanan tinggi dan terlindung dari perubahan sepihak maupun serangan siber (Nugroho et al., 2021). 

Penerapan blockchain juga mendukung kolaborasi lintas divisi atau antarorganisasi tanpa perlu perantara, 

yang sangat berguna dalam proyek bersama atau kerja sama internasional (Oladele, 2024). Dengan sistem 

pelacakan anggaran secara real-time, pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Secara 

keseluruhan, integrasi blockchain dalam penyusunan anggaran memberikan jaminan transparansi dan 

akuntabilitas yang sangat penting, terutama bagi organisasi besar yang mengelola dana publik atau bekerja 

dengan banyak pemangku kepentingan (Desryadhi Alya et al., 2024). 

Blockchain  dalam sistem anggaran publik dapat meningkatkan efisiensi alokasi dana, mempercepat 

audit, serta menurunkan potensi penyimpangan dan korupsi (Pratiwi et al., 2025). Namun, adopsi teknologi 

ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti belum matangnya regulasi, kurangnya kompetensi teknis 

di tingkat pembuat kebijakan, serta tantangan dalam mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem lama 

(Casino et al., 2019). Seperti kasus di Indonesia yang belum memiliki regulasi yang matang terkait 

pemanfaatan teknologi blockchain, khususnya dalam konteks penegakan hukum, perlindungan data 

pribadi, serta pengawasan aktivitas keuangan. Akibat dari kekosongan hukum ini, muncul potensi 

disalahgunakannya blockchain untuk tindakan kriminal seperti pencucian uang melalui aset kripto, yang 

belum dapat ditangani secara efektif oleh aparat penegak hukum. Penggunaan teknologi blockchain 

membuka peluang baru dalam menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan terjamin 

keamanannya. Dalam sistem ini, setiap transaksi keuangan atau perubahan alokasi dana direkam secara 

permanen pada jaringan terdesentralisasi, sehingga sulit dimanipulasi dan mudah ditelusuri(Ahmed, 2025). 

Mekanisme ini memudahkan proses audit serta memperkuat integritas data keuangan (Rahma et al., 2023). 

Bagi perusahaan berskala besar atau organisasi dengan berbagai pemangku kepentingan, transparansi 

semacam ini menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan. Selain itu, penerapan blockchain juga 

dapat mengurangi risiko kecurangan dan mempercepat proses pelaporan anggaran. Seiring 

berkembangnya ekosistem blockchain, semakin banyak solusi cerdas yang muncul untuk memperkuat tata 

kelola keuangan secara global (Yaniangga, n.d.). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis literatur 

ilmiah dan praktik empiris terkait penerapan blockchain dalam proses penyusunan anggaran. Fokus utama 

kajian ini adalah mengidentifikasi peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan, serta merumuskan 

tantangan yang perlu diantisipasi dalam rangka mendukung terciptanya sistem anggaran yang lebih 

transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. 
B. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kajian studi literatur secara sistematis untuk menelaah teknologi 

blockchain dalam proses penyusunan anggaran. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi berbagai potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul dalam penerapannya. Hasil 

kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ilmiah yang menyeluruh serta menjadi landasan awal 

dalam merumuskan arah kebijakan terkait transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan. Desain 
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penelitian yang digunakan adalah systematic literature review (SLR) yang bertujuan untuk menyusun dan 

mengevaluasi hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis dan terstruktur. Langkah ini dipilih untuk 

memperoleh pemahaman menyeluruh tentang perkembangan konsep dan aplikasi blockchain termasuk 

peluang dan tantangannya dalam tata kelola keuangan, khususnya penyusunan anggaran. 

C. Hasil dan Pembahasan  

Beberapa studi nasional terkini mengidentifikasi sejumlah peluang dan kendala dalam penerapan 

teknologi blockchain pada proses penyusunan anggaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, 

tabel 1 di bawah menyajikan perbandingan antara temuan dari berbagai peneliti yang mengulas secara 

mendalam manfaat potensial dan tantangan implementasi blockchain dalam penyusunan anggaran.  

1. Hasil Penelitian 
Tabel  1 

Peluang dan Tantangan Teknologi Blockchain dalam Proses Penyusunan Anggaran 
Peneliti Tantangan  Peluang  

(Ningsih et al., 

2024) 

(Fajriatama & 

Rahmawati, 

2025) 

- Infrastruktur digital dan literasi rendah 

di Lembaga pemerintah 

- Belum ada regulasi khusus untuk 

blockchain dalam anggaran. 

- Perlindungan data menjadi hal penting, 

terutama dalam menjamin kerahasiaan 

dan keakuratan informasi keuangan. 

- Meningkatkan transparasi anggaran 

publik melalui catatan terdistribusi. 

- Meningkatkan akuntabilitas, 

kepercayaan, dan pengelolaan 

keuangan publik 

-  

(Lestari Aida & 

Yohannis Alfa, 

2024) 

(Desryadhi 

Alya et al., 

2024) 

(Prihatiningsih 

& Susanti, 

2023) 

(Utomo, 2022) 

- Biaya implementasi pemeliharaan 

tinggi bagi daerah 

- Rendahnya pemahaman akuntan 

terhadap blockchain & risiko 

keamanan   

- Digitalisasi realisasi anggaran berbasis 

smart contract. 

- Otomatisasi proses pengeluaran dan 

pemantauan anggaran secara efisien 

dan real-time. 

- Mengurangi manipulasi laporan 

melalui ledger immutable 

(Indonesia et 

al., 2024) 

(Palidita 

Febriana et al., 

2024) 

- Menyatukan teknologi blockchain ke 

dalam infrastruktur digital yang telah 

berjalan merupakan salah satu 

tantangan utama dalam perjalanan 

menuju transformasi teknologi. 

- Mempercepat proses transaksi 

keuangan dan menurunkan biaya 

operasional seperti pada instrumen 

sukuk, obligasi, serta kegiatan 

keuangan lainnya.  

(S et al., 2024) - Meningkatkan basis investor - Pendaftaran dan akses investor yang 

mudah 

Sumber: data penelitian diolah 

 
2. Pembahasan  

 Penjelasan tabel 1 diatas menyajikan berbagai peluang dan tantangan yang diidentifikasi dari 

sejumlah studi nasional terkait penerapan teknologi blockchain dalam proses penyusunan anggaran. 

Dari perspektif peluang, teknologi blockchain mampu memperkuat transparansi serta akuntabilitas 

dalam tata kelola keuangan publik, karena setiap transaksi tercatat secara permanen di sistem yang 

terdistribusi. Hal ini memungkinkan setiap pemangku kepentingan untuk melacak dan memverifikasi 

aliran dana tanpa adanya celah manipulasi. Selain itu, penggunaan smart contract membuka ruang 

untuk otomatisasi dalam proses pengeluaran dan pemantauan anggaran secara real-time, yang 

berkontribusi terhadap efisiensi birokrasi dan penghematan waktu. Keunggulan lain adalah adanya 

sistem ledger yang tidak dapat diubah sepihak, yang memperkuat integritas data dan membantu proses 

audit. Di samping itu, blockchain juga memberikan kemudahan akses bagi calon investor, terutama 

dalam instrumen keuangan seperti sukuk atau obligasi, karena proses pendaftaran dapat dilakukan 

secara cepat dan digital. 

 Meski demikian, penerapan blockchain dalam penyusunan anggaran masih menghadapi berbagai 

tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur 

digital dan rendahnya literasi teknologi, khususnya di instansi pemerintah tingkat daerah. Terbatasnya 
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infrastruktur digital serta minimnya pemahaman teknologi di wilayah daerah dipengaruhi oleh letak 

geografis yang menantang, keterbatasan anggaran, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, dan 

belum optimalnya dukungan kebijakan untuk percepatan digitalisasi. Selain itu, ketiadaan regulasi 

yang secara khusus mengatur penggunaan blockchain dalam pengelolaan anggaran menimbulkan 

ketidakjelasan secara hukum, yang pada akhirnya menghambat laju penerapannya.. Tantangan lainnya 

adalah tingginya biaya implementasi dan pemeliharaan sistem, yang dapat menjadi beban bagi daerah 

dengan keterbatasan anggaran. Pemahaman para akuntan dan staf keuangan terhadap teknologi ini 

juga masih rendah, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang 

berkelanjutan. Di sisi lain, meskipun akses untuk mendaftar sebagai investor telah dipermudah melalui 

sistem blockchain, namun perluasan basis investor masih menjadi tantangan tersendiri. Ini 

menunjukkan bahwa edukasi dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru ini masih perlu 

ditingkatkan agar pemanfaatannya benar-benar optimal. Dengan demikian, walaupun teknologi 

blockchain menawarkan berbagai keuntungan, penerapannya tetap membutuhkan perencanaan yang 

matang serta kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan.   

 Secara keseluruhan, pemanfaatan blockchain dalam penyusunan anggaran menawarkan solusi baru 

yang lebih terbuka, cepat, dan terpercaya. Teknologi ini mampu mencatat transaksi secara permanen 

dan mengotomatiskan proses anggaran, sehingga meningkatkan kejelasan dan efisiensi. Meski begitu, 

penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya infrastruktur, minimnya 

pemahaman teknis, biaya yang tidak sedikit, dan belum adanya aturan khusus yang mendukung. Agar 

potensi ini benar-benar terwujud, diperlukan kesiapan dari berbagai sisi, mulai dari penguatan sumber 

daya manusia, dukungan kebijakan, hingga ketersediaan teknologi yang memadai. Implementasi smart 

contract yang dilakukan tanpa pengawasan ketat dapat menimbulkan celah keamanan yang rawan 

disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, meskipun blockchain menawarkan 

transparansi, namun potensi kebocoran data sensitif tetap menjadi risiko terutama jika sistem tidak 

dirancang dengan protokol perlindungan privasi yang memadai(Fajriatama & Rahmawati, 2025). 

Selain tantangan teknis dan hukum, masih terdapat hambatan sosial berupa rendahnya kepercayaan 

publik dan minimnya edukasi mengenai manfaat serta cara kerja blockchain (Lestari Aida & Yohannis 

Alfa, 2024). Hal ini menjadi faktor penghambat dalam memperluas basis investor dan mewujudkan 

sistem penganggaran digital yang inklusif (S et al., 2024). 

D. Simpulan  

Penerapan teknologi blockchain dalam proses penyusunan anggaran menawarkan sebuah pendekatan 

baru yang mampu menjawab tantangan klasik dalam tata kelola keuangan publik, seperti rendahnya 

transparansi, potensi manipulasi data, dan lambannya proses birokrasi. Dengan sifatnya yang 

terdesentralisasi, sistem blockchain memungkinkan pencatatan setiap transaksi dilakukan secara permanen, 

transparan, dan dapat diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak hanya memperkuat 

akuntabilitas lembaga pengelola anggaran, tetapi juga mendorong kepercayaan publik terhadap sistem 

keuangan negara. 

Teknologi ini juga menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama terkait kesiapan infrastruktur 

digital, keterbatasan pemahaman teknis di kalangan profesional keuangan, serta belum adanya regulasi 

khusus yang mengatur penggunaan blockchain dalam sistem penganggaran. Tantangan tersebut menjadi 

pengingat bahwa transformasi digital di sektor publik memerlukan pendekatan menyeluruh, baik dari aspek 

teknologi, kebijakan, maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 

Secara keseluruhan, teknologi blockchain berpotensi besar dalam mendorong efisiensi, transparansi, 

dan ketahanan sistem pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, untuk 

merealisasikan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat, seperti penetapan regulasi yang tegas, 

peningkatan pemahaman digital masyarakat, serta investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi dan 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 
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